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DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMPANG
 2017
 LKjIP TAHUN 2017
 LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH
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 IKHTISAR EKSEKUTIF
 Anggaran Urusan Wajib Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan
 Pangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.854.647.876,84 terdiri dari Belanja Tidak Langsung
 sebesar Rp.4.325.866.576,84 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.528.781.300,00. Terealisasi
 sebesar Rp. 5.528.107.997,00 (80,65%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
 Rp.2.106.169.324,00 atau (83,29%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.421.938.673,00
 Atau (79,10%) Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program dengan 41
 kegiatan.
 Besarnya anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Dinas Ketahanan Pangan
 dikarenakan gaji penyuluh untuk TA 2017 masih dianggarkan di Dinas Ketahanan Pangan
 (DKP) Kabupaten Sampang. Pada bulan Juni 2017 gaji penyuluh dimutasi ke Dinas
 Pertanian, akan tetapi pada bulan Juli s/d Nopember 2017, gaji tenaga fungsional penyuluh
 pertanian untuk 33 orang dikembalikan ke DKP karena di Dinas Pertanian tidak
 menganggarkan tunjangan fungsional bagi penyuluh pertanian.
 Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017
 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017
 sebagai berikut : (1) Angka Konsumsi RT/Perkapita/Tahun (Juta Rp); (2) Jumlah
 penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa) (3) IKM Pelayanan Ketahanan Pangan.
 Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017
 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan
 realisasinya, serta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian kinerja
 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah : dari 3 indikator, yang mencapai nilai pencapaian
 diatas 100 persen
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 (Sangat Berhasil) sebanyak 2 indikator, nilai pencapaian 80 – 100 persen (Berhasil)
 sebanyak 1 indikator yaitu IKM Pelayanan Ketahanan Pangan.
 Terkait dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kinerja
 pembangunan ketahanan pangan tahun 2017, maka dalam upaya peningkatan kinerja Dinas
 Ketahanan Pangan ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi antara lain: 1)
 Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya
 perwujudan ketahanan pangan; 2) Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam
 penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah
 dalam pembangunan ketahanan pangan; 3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM
 Aparat khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
 pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; 4) Mensinkronkan kebijakan pembangunan
 ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; 5)
 Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan
 pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan
 setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta
 mendukung stabilisasi harga pangan pokok.
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 KATA PENGANTAR
 Assalamu’alaikum Wr Wb,
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan
 hidaya-Nya, sehingga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang dapat menyelesaikan
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017, sebagai perwujudan penerapan Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah tahun 2017 ini merupakan laporan kinerja di tahun ke lima RPJMD Dinas
 Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang 2013-2018.
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini merupakan kebutuhan kami
 dalam kaitannya pertanggungjawaban manajemen kinerja kepada masyarakat maupun
 pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang secara manajerial
 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, disamping sebagai suatu pemenuhan
 kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 7/1999 dan Keputusan Kepala Lembaga
 Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
 Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif,
 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan transparansi
 serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan alat
 kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Semua indikator sasaran
 yang ditargetkan dapat dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, kecuali penurunan
 jumlah penduduk rawan pangan dan koefisien varian komoditas cabai merah. Capaian kinerja
 tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 yang telah
 dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan
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 Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan,
 sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna
 menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Terima kasih kami sampaikan
 kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Berkat
 dukungan semua Bidang, Sub Bidang dan Staf serta pihak-pihak lain yang terkait,
 disampaikan terima kasih.
 Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini masih
 jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam
 penyajian maupun substansi penyusunan LKjIP di tahun-tahun mendatang.
 Selanjutnya kami berharap semoga LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sampang tahun 2017, bermanfaat khususnya bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam upaya
 untuk melakukan peningkatan kinerja.
 Wassalamu’alaikum Wr, Wb.
 Sampang, 28 Pebruari 2018
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN SAMPANG
 Ir. Hj. SRI WAHYUNI YULIATI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620724 199003 2 002
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 BAB I
 PENDAHULUAN
 A. LATAR BELAKANG
 Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tidak mungkin dapat terwujud
 tanpa didukung oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang
 tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara
 pemerintahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang harus
 mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan
 fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan
 dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.
 Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang yang professional serta memahami
 tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal
 agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu,
 diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap
 penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Sampang.
 Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah
 mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu Swasembada Pangan
 yang didukung oleh program lainnya. Untuk menuju kedaulatan pangan, ketahanan
 pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena
 pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan
 juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan
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 eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak
 akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus
 melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus
 bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang
 kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi
 rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
 maupun mutunya, aman, halal. merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan
 merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-
 undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan
 Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.
 Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan
 peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk
 mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan
 menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka meningkatkan
 dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut. maka kebijakan umum dalam RPJMN
 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian
 pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3)
 perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan
 terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.
 Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015 - 2019
 Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis, yaitu
 : padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian
 lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan
 pangan tersebut, berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung
 oleh subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang terintegrasi.
 Dewasa ini ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pemenuhan
 kebutuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan
 kestabilan ekonomi, social, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan
 pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan negara
 kepulauan. Upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kedaulatan dan
 kemandirian pangan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik
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 dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan
 cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan
 pangan,kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan
 Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor :
 XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk
 mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim
 reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta
 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden
 Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi
 Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara
 Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya
 dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
 berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para
 Kepala SKPD untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 SKPD, sebagai bahan Bupati / Walikota dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah
 dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan laporan akuntabilitas
 kinerja instansi pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.
 Dengan semangat mewujudkan “Sampang Bersatu Untuk Kesejahteraan
 Umat” dan menyelenggarakan pemerintah yang bersih (Clean Government) menuju
 tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), Dinas Ketahanan Pangan
 Kabupaten Sampang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017.
 Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
 ketahanan pangan tersebut selama tahun 2017, disusunlah Laporan Kinerja Dinas
 Ketahanan Pangan Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut didasarkan pada
 : (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Pemerintah No.
 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan
 Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
 Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014tentang
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Instruksi Presiden No. 7 Tahun
 1999; (6) Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
 Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Page 9
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017
 4
 Instansi Pemerintah; dan (7) Permentan No 50 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
 B. MAKSUD DAN TUJUAN
 1. Maksud
 Maksud penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan
 melalui evaluasi dan laporan secara periodik sebagai dasar dalam menelaah kinerja
 keberhasilan kegiatan dimaksud pada periode tertantu serta sebagai dasar sumber data
 dalam menganalisa dan menetapkan kebijakan program dan rencana kegiatan pada
 periode berikutnya.
 2. Tujuan
 Untuk memberikan informasi dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan serta
 dapat mengetahui tolak ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi,
 terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan
 strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kineja dan pelaporan kinerja dari kegiatan
 tersebut.
 C. GAMBARAN UMUM
 1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
 Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Sampang terbentuk pada tahun 2016
 melalui Perda Kabupaten Sampang Nomer. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati
 melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
 Ketahanan Pangan dan tugas pembantuan.
 Tugas pokok tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan – peraturan,
 diantaranya : Perbup Sampang No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sampang dan dinyatakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas
 pokok merumuskan kebijakan bidang ketahanan pangan, melaksanakan kebijakan
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 ketahanan pangan, melakukan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan
 melaksanakan administrasi dinas ketahanan pangan.
 Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016
 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
 Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang didalam pelaksanaan tugas pokok dan
 fungsinya mempunyai :
 Tugas :
 Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
 kewenangan daerah bidang Ketahanan Pangan dan tugas pembantuan.
 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan mempunyai
 :
 Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan ;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Ketahanan Pangan ; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
 fungsinya.
 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan
 Kabupaten Sampang membagi secara terinci kepada Kepala Bidang yaitu :
 1. Sekretariat
 Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
 mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
 kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan
 masyarakat dan protokol.
 Sekretariat mempunyai fungsi :
 Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 Pengelolaan administrasi keuangan;
 Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 Peengelolaan administrasi perlengkapan;
 Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
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 Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
 pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya
 manusia;
 Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan
 pemeliharaannya (maintenance);
 Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas-tugas bidang;
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 Sekretariat membawahi :
 a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugasnya :
 Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
 penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan,
 perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 Membantu penyelesaian masalah hukum di luar penadilan (non
 yudisial);
 Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
 perundang-undangan;
 Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan
 pemeliharaannya (maintenance); dan
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 b. Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
 Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
 program;
 Melaksanakan pengolahan data;
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 Melaksanakan perencanaan program;
 Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
 anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
 Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji
 pegawai;
 Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian
 rekomendasi hasil pengawasan;
 Melaksanakan pengelolaan akuntasi keuangan;
 Melaksanakan pengadministrasian dan pelaksanaan pengelolaan
 keuangan; dan
 Melaksanaka tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 2. Bidang Konsumsi dan Keamana Pangan
 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
 penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberiaan pendampingan serta
 pemantauan dan evaluasi bidang konsumsi dan keamanan pangan.
 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi :
 Pelaksanaan koordinasi bidang konsumsi pangan dan kemanan pangan;
 Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang konsumsi pangan
 dan keamanan pangan;
 Pelaksanaan kebijakan bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 Pendampingan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 kegiatan bidang kosumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 a. Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas :
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang konsumsi pangan;
 Melakukan penyiapan bahan analisis bidang konsumsi pangan;
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 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
 kegiatan bidang konsumsi pangan;
 Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan;
 Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein
 masyarakat;
 Melakukan penyiapan bahan pemanfatan lahan pekarangan untuk
 ketahanan pangan keluarga;
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pendampingan bidang konsumsi pangan;
 Melakukan bahan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 kegiatan bidang konsumsi pangan; dan
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi
 dan Keamanan Pangan.
 b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, mempunyai tugas :
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rngka promosi
 penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi
 penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
 kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan
 pengembangan pangan lokal;
 Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam
 Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 Melakuan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
 beras dan non terigu;
 Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah,
 swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi
 pangan berbasis sumberdaya lokal;
 Melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi
 penganekaragaman konsumsi pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi
 penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
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 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan
 dan pengembangan pangan lokal; dan
 Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi
 dan Keamanan Pangan.
 c. Seksi Keamanan Pangan, mempunyai tugas :
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan keamanan
 pangan, pengawasan kemanan pangan dan kerja sama dan informasi
 keamanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan analisis bidang kelembagaan keamanan
 pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi
 keamanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
 kegiatan bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
 pangan, dan kerja sama dan informai keamanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar
 yang beredar;
 Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan
 segar;
 Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi
 keamanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pendampingan bidang kelembagaan
 keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan
 informasi keamanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
 keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konumsi
 dan Keamanan Pangan
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 3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan
 penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta
 pemantauan dan evaluasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
 Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan, mempunyai fungsi :
 Pelaksanaan koordinasi bidang ketersediaan pangan dan distrusi pangan;
 Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang ketersediaan
 pangan dan distribusi pangan;
 Pelakanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 Pemberiaan pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan
 pangan dan distribusi pangan;
 Pemantapan program bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
 ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan membawahi :
 a. Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas :
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang ketersediaan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam
 rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 Melakukan penyiapan bahan analisis bidang ketersediaan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
 bidang ketersediaan pangan;
 Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca
 Bahan Makanan (NBM);
 Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola
 Pangan Harapan (PPH) ketersedian pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi
 ketersediaan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pendampingan bidang ketersediaan
 pangan;
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 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan
 pelaporan kegiatan bidang ketersediaan pangan; dan
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
 Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 b. Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas :
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang distribusi dan harga
 pangan;
 Melakukan penyiapan bahan analisis bidang distribusi dan harga
 pangan;
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
 kegiatan bidang distribusi dan harga pangan;
 Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan
 distribusi pangan;
 Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan
 untuk meningkatkan akses masyarakat tehadap pangan;
 Melakukn penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 Melakukan penyiapan pengumpuan data harga pangan di tingkat
 produsen dan konsumen untuk panel harga;
 Melakukan penyiapan bahan pendampingan bidang distribusi dan harga
 pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 kegiatan bidang distribusi dan harga pangan; dan
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
 Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 c. Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas :
 Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan
 penanganan kerawanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan
 kerawanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
 kegiatan bidang cadangan pangan dan penanganan daerah rawan
 pangan;
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 Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah
 Kabupaten;
 Melakukan penyiapan bahan penanganan daerah rawan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem
 kewaspadaan pangan dan gizi;
 Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan
 pangan kabupaten;
 Melakukan penyiapan bahan pendampingan bidang cadangan pangan
 dan penanganan kerawanan pangan;
 Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 kegiatan bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 dan
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
 Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 Kelompok Jabatan Funsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
 jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok
 sesuai dengan bidang keahliannya.
 Setiap elompok dipimpin oleh seorang tenaga funsional senior yang
 diangkat oleh Bupati.
 Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
 berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
 undangan yang berlaku.
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 2.1 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Sumber Daya Aparatur yang terdiri
 dari: Jumlah Pegawai, Golongan dan Tingkat Pendidikan
 2.1.1. Jumlah Pegawai dan Golongan
 Tabel 2.1 Jumlah dan Golongan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sampang
 No JABATAN GOLONGAN HONOR JUMLAH
 I II III IV
 1 Struktural 0 3 6 8 0 17
 2 Fungsional 0 0 0 0 0 0
 J U M L A H 0 3 6 8 0 17
 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai
 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang adalah Pegawai dengan
 jabatan sruktural yang berjumlah 17 orang.
 2.1.2. Tingkat Pendidikan
 Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sampang
 No
 JABATAN Tingkat Pendidikan JUMLAH
 SD SLTP SLTA D3 S1 S2
 1 Struktural 0 0 3 0 7 7 17
 J U M L A H 0 0 3 0 7 7 17
 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai
 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang berpendidikan Sarjana (S1)
 sebanyak 7 orang dan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 7 orang dan sebagian kecil
 yang berpendidikan SLTA sebanyak 3 orang.
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 Tabel 2.3 Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 NO Barang KONDISI SEKARANG KONDISI BARANG
 Ada Tidak
 Ada
 Jumlah Baik Rusak
 Ringan
 Rusak
 Berat
 Jumlah
 1 Bangunan
 Gedung DKP
 1 0 1 1 0 0 1
 2 Kendaraan Roda
 4 (mobil)
 2 0 2 2 0 0 2
 3 Kendaraan Roda
 2 (Sepeda Motor)
 17 0 17 17 0 0 17
 4 Mesin Olahan
 Kripik
 5 0 5 0 0 5 5
 5 Alat Packging 5 0 5 0 0 5 5
 6 Lemari
 Besi/Lemari
 Arsip/Lemari
 Kaca
 47 0 47 47 0 0 47
 7 Lemari Kayu 2 0 2 2 0 0 2
 8 Etalase 2 0 2 2 0 0 2
 9 Papan
 Pengumuman
 1 0 1 1 0 0 1
 10 White Board 1 0 1 1 0 0 1
 11 Proyektor / LCD 2 0 2 2 0 0 2
 12 Kursi Tamu 2 0 2 2 0 0 2
 13 Kardek Plastik 2 0 2 2 0 0 2
 14 Meja Kerja
 Eselon II
 2 0 2 2 0 0 2
 15 Meja Kerja
 Eselon III
 5 0 5 5 0 0 5
 16 Meja Kerja
 Eselon IV
 8 0 8 8 0 0 8
 17 Meja Staf 18 0 18 18 0 0 18
 18 Meja Rapat 15 0 15 15 0 0 15
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 19 Kursi Kerja
 Eselon II
 2 0 2 2 0 0 2
 20 Kursi Kerja
 Eselon III
 3 0 3 3 0 0 3
 21 Kursi Kerja
 Eselon IV
 8 0 8 8 0 0 8
 22 Kuesi Kerja Staf 18 0 18 18 0 0 18
 23 Kursi Rapat 139 0 139 139 0 0 139
 24 Lemari
 Pendingin /
 Freser
 1 0 1 1 0 0 1
 25 Lemari Es 1 0 1 1 0 0 1
 26 AC 17 0 17 17 0 0 17
 27 Wareless 2 0 2 2 0 0 2
 28 Kamera 1 0 1 1 0 0 1
 29 Komputer / PC 17 0 17 7 0 10 17
 30 Laptop 22 0 22 18 0 4 22
 31 Printer 26 0 26 9 0 17 26
 32 Telepon 1 0 1 1 0 0 1
 33 Fax 1 0 1 1 0 0 1
 34 Lemari Katalog 1 0 1 1 0 0 1
 35 Brankas 4 0 4 1 0 3 4
 36 Paving dan
 Parkir
 1 0 1 1 0 0 1
 37 CCTV 10 0 10 10 0 0 10
 38 Kardek Besi 4 0 4 4 0 0 4
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 39 Korden 1 0 1 1 0 0 1
 40 Mesin Ketik
 Manual
 1 0 1 0 0 1 1
 D. DASAR HUKUM
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan
 Pangan Kabupaten Sampang disusun berdasarkan:
 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
 Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
 Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di
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 Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
 Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun
 2013-2018;
 11. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabuaten Sampang
 E. SISTEMATIKA PELAPORAN
 1. IKHTISAR EKSEKUTIF
 2. BAB I PENDAHULUAN
 3. BAB II PERENCANAAN KINERJA
 4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 5. BAB IV PENUTUP
 Lampiran-lampiran
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 BAB II
 PERENCANAAN KINERJA
 A. RENCANA STRATEGIS
 I.2 Tujuan dan Sasaran
 Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
 tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
 pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
 kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategi (RENSTRA) pada
 prinsipnya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
 tahun yang disusun dengan memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil
 Bupati Terpilih.
 Arah kebijakan pembangunan daerah dalam periode 2013-2018 adalah untuk
 Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau. Dengan
 mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan
 dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka dirumuskan
 visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-
 2018.
 Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, dijabarkan
 dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk
 suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan
 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
 Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring
 dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi
 pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.
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 Dokumen penetapan rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran,
 program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain hal tersebut, berisi pula
 informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan, dan program
 beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi
 yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya.
 Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan salah satu misi pemerintah
 Kabupaten Sampang, dalam meningkatkan Pelayanan Dasar yang berkualitas dan
 terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang memiliki tanggung jawab
 mengawal keberlangsungan misi tersebut dengan melakukan inovasi kebijakan,srategi
 ,maupun program yang dapat dirasakan manfaatnya, khususnya yang berkaitan dengan
 reformasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat umum yang dijabarkan dalam
 perencanaan satu tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan
 Kabupaten Sampang. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas
 dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mampu meningkatkan tuntutan dan harapan
 masyarakat, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang secara terus
 menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Langkah awal yang harus
 dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang agar mampu menjawab
 tuntutan lingkungan stratejik dan tetap berada dalam tatanan, maka Dinas Ketahanan
 Pangan Kabupaten Sampang berupaya untuk lebih dapat menyelaraskan visi dan
 misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
 akuntabilitas kinerjanya
 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
 merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
 dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
 yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
 meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
 komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
 keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok
 ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian
 reward (penghargaan) dan punishment (sanksi). Rencana Kerja Satuan Kerja
 Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang

Page 25
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017
 20
 mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Renja
 SKPD juga merupakan perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk
 kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
 transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan
 Daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang disusun
 dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Kabupaten Sampang, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan
 Kabupaten Sampang, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
 sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan
 masyarakat.
 Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sampang perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan
 maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai
 upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun
 yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) SKPD mempunyai fungsi penting dalam
 sistem perencanaan daerah. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan
 Kabupaten Sampang menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah
 (RPJMD) Kabupaten Sampang dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
 Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang ke dalam rencana, program dan
 penganggaran tahunan. Rencana Kerja juga menjembatani koordinasi, integrasi,
 sinkronisasi dan sinergitas Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang
 lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan
 pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
 Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017,
 Rencana Strategis (Renstra) yang dipergunakan adalah Renstra Dinas Ketahanan
 Pangan (DKP) Tahun 2013 – 2018 yang memuat, tujuan, sasaran serta program DKP.
 Tabel. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
 Tahun 2013-2018

Page 26
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017
 21
 Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
 SASARAN
 Target Kinerja Program Pada Tahun Ke- Target Kinerja Program Pada Tahun Ke- Kondisi
 Kinerja
 pada
 akhir
 periode
 RPJMD
 Tahun
 n+1
 (2013)
 Tahun
 n+2
 (2014)
 Tahun
 n+3
 (2015)
 Tahun
 n+1
 (2016)
 Tahun
 n+1
 (2017)
 Tahun
 n+2
 (2018)
 Tahun
 n+1
 (2013)
 Tahun
 n+2
 (2014)
 Tahun
 n+3
 (2015)
 Tahun
 n+1
 (2016)
 Tahun
 n+1
 (2017)
 Tahun
 n+2
 (2018)
 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Meningkatkan
 ketersediaan,
 aksesibilitas,
 penganekaragaman
 dan keamanan
 pangan
 Meningkatnya
 Angka
 Konsumsi RT
 per
 Kapita/Tahun
 Angka
 Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 15,30 16,99 18,88 20,97 23,30 25,88 15,08 17,01 20,00 21,93 23,72
 Penanganan
 Daerah
 Rawan
 Pangan
 (Desa)
 Jumlah
 penanganan
 Daerah
 Rawan
 Pangan
 (Desa)
 44 52 61 79 86 86 44 69 79 86 91
 Meningkatnya
 IKM Layanan
 Ketahanan
 Pangan
 IKM
 Pelayanan
 Ketahanan
 Pangan
 - - - 75,00 78,50 81,10 - - 76,96 79,04 78,45
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 II.2 Strategi dan Kebijakan
 Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti
 untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih
 bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan
 rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran
 yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program program.
 Tabel 2.2. Penentuan Alternatif Strategi
 Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan
 Peluang Tantangan
 1 Adanya dukungan Pemerintah
 Daerah.
 1 Ketergantungan konsumsi
 beras dan kecenderungan
 konsumsi terigu masih cukup
 tinggi, serta belum optimalnya
 pemanfaatan pangan lokal
 untuk konsumsi pangan harian
 2 Berkaitan dengan kebutuhan
 hidup masyarakat/individu.
 2 Peningkatan produksi pangan
 untuk mendukung
 swasembada pangan lokal dan
 nasional, melalui peningkatan
 produktivitas, perbaikan
 infrastruktur usahatani,
 peningkatan akses petani
 terhadap teknologi, pasar, dan
 perkreditan
 3 Tingkat pendidikan
 masyarakat dan pengetahuan
 tentang pangan yang
 semakin tinggi memberikan
 peluang bagi percepatan
 proses peningkatan kesadaran
 gizi masyarakat
 3 Stabilisasi harga produk
 pangan lokal di tingkat petani
 dan konsumen
 FAKTOR EKSTERNAL 4 Berkembangnya usaha olahan
 pangan lokal disetiap wilayah
 4 Penanganan khusus untuk
 akses pangan dan gizi pada
 masyarakat.
 FAKTOR INTERNAL 5 Besarnya jumlah penduduk
 merupakan pasar produk
 pangan sekaligus penggerak
 ekonomi.
 5 Sistem kewaspadaan pangan
 dan gizi, serta pencadangan
 pangan yang baik.
 6 Semakin berkembangnya riset
 dan teknologi pangan yang
 telah menghasilkan berbagai
 varietas tanaman pangan yang
 tahan terhadap kondisi tidak
 optimal namun tetap
 berproduksi tinggi
 6 Percepatan
 penganekaragamana konsumsi
 pangan dan Pembinaan mutu
 serta keamanan pangan pada
 produsen dan pedagang
 pangan yang efektif
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 7 Kebijakan, program dan
 kegiatan prioritas nasional
 yang mendukung pemantapan
 ketahanan pangan berbasis
 sumber daya lokal.
 7 Pengembangan inovasi
 ketahanan pangan keluarga
 berbasiskan sumberdaya dan
 kearifan lokal
 8 Kelembagaan ketahanan
 pangan masyarakat yang makin
 konsisten berpartisipasi dalam
 mengelola proses produksi,
 pengolahan, pemasaran dan
 konsumsi pangan beragam,
 bergizi seimbang, dan aman.
 8 Revitalisasi Kinerja Dewan
 Ketahanan Pangan di tingkat
 kabupaten
 Kekuatan Alternatif Strategi Alternatif Strategi
 1 Perda Kab. Sampang No. 7
 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran
 Daerah Kabupaten Sampang
 Tahun 2016 Nomor 7)
 1 Sosialisasi Perda Kab.
 Sampang No. 7 Tahun 2016
 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten
 Sampang Tahun 2016 Nomor
 7)
 1 Mengurangi Ketergantungan
 konsumsi beras dan
 kecenderungan konsumsi
 terigu masih cukup tinggi,
 serta Mengoptimalkan
 pemanfaatan pangan lokal
 untuk konsumsi pangan harian
 2 Perbup Sampang No. 60
 Tahun 2016 tentang
 Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas, Fungsi
 Serta Tata Kerja Dinas
 Ketahanan Pangan
 Kabupaten Sampang
 2 Penjabaran Perbup Sampang
 No. 60 Tahun 2016 tentang
 Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas, Fungsi
 Serta Tata Kerja Dinas
 Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sampang
 2 Peningkatan produksi pangan
 untuk mendukung
 swasembada pangan lokal dan
 nasional, melalui peningkatan
 produktivitas, perbaikan
 infrastruktur usahatani,
 peningkatan akses petani
 terhadap teknologi, pasar, dan
 perkreditan
 3 Adanya dukungan
 Peraturan Perundang-
 undangan (UU dan
 Peraturan Pemerintah
 tentang Ketahanan
 Pangan).
 3 Pemanfaatan dukungan
 Peraturan Perundang-undangan
 (UU dan Peraturan Pemerintah
 tentang Ketahanan Pangan).
 3 Menjaga Stabilisasi harga
 produk pangan lokal di
 tingkat petani dan konsumen
 4 Kelembagaan yang
 konsisten dan komitmen
 organisasi yang mantap.
 4 Optimalisasi Kelembagaan
 yang konsisten dan komitmen
 organisasi yang mantap.
 4 Melaksanakan Penanganan
 khusus untuk akses pangan
 dan gizi pada masyarakat.
 5 Kebijakan Ketahanan
 Pangan yang semakin
 mantap.
 5 Kebijakan Ketahanan Pangan
 yang semakin mantap.
 5 Dilaksakan Sistem
 kewaspadaan pangan dan
 gizi, serta pencadangan
 pangan yang baik.
 6 Dukungan Anggaran 7 Dukungan Anggaran daerah
 maupun pemerintah pusat
 7 Pengembangan inovasi
 ketahanan pangan keluarga
 berbasiskan sumberdaya dan
 kearifan lokal
 8 Revitalisasi Kinerja Dewan
 Ketahanan Pangan di tingkat
 kabupaten
 Kelemahan Alternatif Strategi Alternatif Strategi
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 1 Ketersediaan sumber daya
 lahan dan air sebagai
 faktor utama produksi
 untuk menghasilkan
 pangan, belum dikelola
 secara optimal
 1 Pemanfaatan dukungan
 pemerintah daerah karena
 merupakan kebutuhan hidup
 masyarakat/individu
 1 Sosialisasi Perda Kab. Sampang
 No. 7 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran
 Daerah Kabupaten Sampang
 Tahun 2016 Nomor 7)
 2 Keragaman sumberdaya
 alam dan keanekaragaman
 hayati baik flora dan
 fauna belum dimanfaatkan
 secara optimal sebagai
 sumber pangan untuk
 mendukung peningkatan
 konsumsi masyarakat
 sekaligus
 mempertahankan
 kelestariannya
 2 Mengoptimalkan keragaman
 sumberdaya alam dan
 keanekaragaman sebagai
 sumber pangan untuk
 peningkatan konsumsi
 masyarakat karena merupakan
 kebutuhan hidup
 masyarakat/individu
 2 Penjabaran Perbup Sampang No.
 60 Tahun 2016 tentang
 Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja
 Dinas Ketahanan Pangan
 Kabupaten Sampang
 3 Pemahaman mengenai
 Ketahanan Pangan dan
 Penyuluhan Pertanian
 relatif masih kurang
 3 Meningkatnya tingkat
 Pengetahuan masyarakat dan
 Pemahaman tentang pangan
 yang semakin tinggi
 memberikan peluang
 pemahaman mengenai
 ketahanan pangan dan
 Penyuluhan Pertanian
 3 Pemanfaatan dukungan
 Peraturan Perundang-
 undangan (UU dan Peraturan
 Pemerintah tentang Ketahanan
 Pangan).
 4 Sarana dan prasarana
 Ketahanan Pangan relatif
 masih kurang
 4 Meningkatkan Sarana dan
 prasarana Ketahanan Pangan di
 masing-masing wilayah
 kecamatan
 4 Optimalisasi Kelembagaan
 yang konsisten dan komitmen
 organisasi yang mantap.
 Asumsi Dasar
 Untuk dapat melaksanakan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan di
 Kabupaten Sampang dalam jangka menengah antara tahun 2008 - 2013 maka
 ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi dasar dipergunakan dalam melalukan
 analisa SWOT untuk menetukan aumsi strategi yang dituangkan dalam SWOT.
 Asumsi dasar dimaksud, adalah :
 1. Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang mendapat
 dukungan dan menjadi komitmen dari segenap jajaran bidang di Dinas
 Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
 2. Sumber Daya Manusia yang ada terpenuhi dalam kuantitas dan kualitas yang
 optimum dan dapat didayagunakan sebaik mungkin.
 3. Berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan mendukung
 sepenuhnya berbagai program yang tertuang dalam rencana ini.
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 4. Stakeholders yang ada mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam
 pelaksanaan berbagai program pembangunan Dinas Ketahanan Pangan.
 5. Teralokasi dana pemabangunan yang memadai dalam menunjang program
 yang direncanakan.
 6. Adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di
 lapangan.
 7. Adanya stabilitas politik, sosial, ekonomi, keamanan di daerah.
 Faktor Kunci Keberhasilan.
 1. Adanya sumber daya Lahan budidaya pertanian yang memiliki
 keanekaragaman fungsi.
 2. Adanya potensi hasil pertanian yang dapat menarik investor.
 3. Adanya kebutuhan hasil pertanian yang cukup tinggi untuk keperluan bahan
 baku industri lokal maupun nasional
 4. Adanya peraturan perundang-undangan yang dijiwai paradigma baru untuk
 memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
 5. Adanya kearifan lokal yang dapat diandalkan serta adanya ketahanan sosial
 budaya dan toleransi umat beragama untuk membangkitkan semangat
 kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan.
 6. Tersedianya tenaga kerja untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
 Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.
 7. Adanya dana perimbangan antara Pusat dan Daerah (DAK dan TP).
 8. Adanya pengaruh globalisasi yang menuntut pengelolaan produk lokal.
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 Tabel 2.3 Penentuan Strategi
 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMPANG
 TAHUN 2013 – 2018
 Sasaran RENSTRA OPD Strategi
 Uraian Indikator Kinerja
 1. Meningkatnya Angka
 Konsumsi RT per
 Kapita/Tahun
 Angka
 Konsumsi RT
 per
 Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 1 Analisis dan penyusunan Pola
 Konsumsi dan Saplai Pangan
 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Kebijakan Perberasan dan Subsidi
 Pangan
 3 Peningkatan Mutu dan Keamanan
 Pangan
 4 Penyuluhan Sumber Pangan
 Alternatif
 5 Peningkatan Ketahanan Pangan dan
 Agibisnis
 6 Percepatan Deversifikasi dan
 Penganekaragaman Pangan
 7 Pemanfaatan Pekarangan Untuk
 Pengembangan Pangan
 8 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan
 Pangan Daerah
 2. Penanganan Daerah
 Rawan Pangan (Desa)
 Jumlah
 penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 1
 Perumusan Kebijakan Peningkatan
 Ketahanan Pangan Daerah
 2 Penyusunan Data Base Potensi
 Produk Pangan
 3
 Penanganan Daerah Rawan Pangan
 4 Analisis Rasio Jumlah Penduduk
 Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
 5 Prengembangan Model Distribusi
 Cadangan Pangan Daerah
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 6 Pemantauan Dan Analisis Harga
 Pangan Pokok
 7 Pemantauan Dan Analisis Akses
 Pangan Masyarakat
 8 Pengembangan Pangan di Lahan
 Kering
 9 Pengembangan Desa Mandiri
 Pangan
 10 Pengembangan Cadangan Pangan
 Daerah
 11 Pengembangan Lumbung Pangan
 Desa
 12
 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 3 Meningkatnya IKM
 Layanan Ketahanan
 Pangan
 IKM Pelayanan
 Ketahanan
 Pangan
 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
 Sumber Daya Air dan Listrik
 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
 Perizinan Kendaraan
 Dinas/Operasional
 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
 Penggandaan
 7 Penyediaan Komponen Instalasi
 Listrik/penerangan Kantor
 8 Penyediaan Peralatan dan
 Perlengkapan Kantor
 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
 Peraturan Perundang-undangan
 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 Luar Daerah
 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
 Administrasi/Teknis/Keamanan
 13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 Dalam Daerah
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 14 Pengadaan Kendaraan
 Dinas/Operasional
 15 Pembangunan Gedung Kantor
 16 Pengadaan Perlengkapan Gedung
 Kantor
 17 Pengadaan Mebeleur
 18 Pengadaan Komputer
 19 Pengadaan Tanah
 20 Pengadaan Sarana Studio
 21 Pengadaan Alat-alat Komunikasi
 22 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon
 dan Air
 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala
 Gedung Kantor
 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
 Kendaraan Dinas/Operasional
 25 Pemeliharaan Rutin / Berkala
 Mebeleur
 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala
 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 27 Rehabilitasi Sedang/ berat Gedung
 Kantor
 28 Pembangunan Website
 29 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
 Perlengkapannya
 30 Pengadaan Pakaian KORPRI
 31 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
 tertentu
 32 Pengadaan Pakaian Senam
 33 Pendidikan dan Pelatihan Formal
 34 Penyusunan Laporan Capaian
 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
 Kinerja SKPD
 35 Penyusunan Laporan Keuangan
 Semesteran
 36 Penyusunan Pelaporan Keuangan
 Akhir Tahun
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 37 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-
 SKPD
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 II.3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 Ketahanan Pangan merupakan sistem yang terintegrasi, yang terdiri atas
 subsistem ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya
 ketahanan pangan individu merupakan sinergi dari interaksi dari ketiga subsistem
 tersebut dari berbagai level.
 Uraian diatas menggambarkan bahwa ketahanan pangan berkaitan dengan
 situasi keseimbangan pangan (food equilibirium theory) yaitu setiap orang pada setiap
 saat mampu untuk memperoleh pangan untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
 Pencapaian keseimbangan pangan tersebut sangat terkait dengan lingkungan fisik,
 kebijakan maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik menentukan jenis aktivitas
 yang dapat dilakukan oleh rumahtangga petan. Kebijakan pemerintah di sektor
 pertanian sangat mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan intervensi ketahanan
 pangan rumah tangga. Begitu pula adanya konflik sosial yang mencerminkan
 ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat merupakan faktor penting yang harus
 diperhatikan dalam intervensi ketahanan pangan. Sebaliknya, kohesi sosial dapat
 menjadi faktor sukses, misalnya dalam penyaluran kredit.
 Berkaitan dengan itu guna mewujudkan ketahanan pangan sampai di tingkat
 rumahtangga diperlukan kelembagaan pangan karena ketahanan pangan menyangkut
 cakupan yang luas dan bersifat multi sektoral. Kelembagaan pangan meliputi aspek
 peraturan perundangan, organisasi sebagai pelaksana peraturan perundangan dan
 ketatalaksanaan.
 Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja DKP, telah ditetapkan
 indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan
 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Dinas Ketahanan
 Pangan KabupatenSampang, yaitu :
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 TUJUAN KINERJA
 UTAMA
 INDIKATOR
 KINERJA
 UTAMA
 RUMUS SUMBER
 DATA
 PENANGGUNG
 JAWAB
 Urusan Ketahanan Pangan
 Meningkatnya
 ketersediaan,
 aksesibilitas,
 penganekaragaman dan
 keamanan pangan
 Meningkatkan
 Ketersediaan dan
 Konsumsi Pangan
 Angka
 Konsumsi RT per
 Kapita/Tahun
 (Juta/Rp) 1 a Total Pengeluaran RT/Tahun (Rp)
 = Laporan Standart
 Pelayanan
 Minimal (SPM)
 Bidang Konsumsi
 dan Keamanan
 Pangan
 Jumlah RT (Jiwa)
 b Angka Konsumsi RT per Kapita/Tahun (Rp) =
 1.000.000
 Jumlah
 penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 2 Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk
 Rawan Pangan yang sudah atau sedang
 ditangani sesuai dengan Standar yang
 berlaku x 100
 Laporan Standart
 Pelayanan
 Minimal (SPM)
 Bidang Konsumsi
 dan Keamanan
 Pangan
 Jumlah Daerah Terkena atau Termasuk
 Rawan Pangan
 IKM Pelayanan
 Ketahanan
 Pangan
 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Standart
 Kepuasan
 Masyarakat
 (SKM)
 Sekretariat
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 II.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN
 Pada Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang berkomitmen
 untuk melaksanakan kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana
 Strategis dan RKT, dengan sasaran strategis, indikator kinerja dan target di tahun 2017
 sebagai berikut :
 Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 NO Sasaran
 Strategis Indikator Kinerja Target
 1 2 3 4
 1 Meningkatnya
 Angka Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 Angka Konsumsi
 RT per Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 23,30
 2 Penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 Jumlah penanganan
 Daerah Rawan Pangan
 (Desa)
 86
 3 Meningkatnya
 IKM Layanan
 Ketahanan
 Pangan
 IKM Pelayanan
 Ketahanan Pangan
 (Indeks)
 78,5
 II.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
 Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas
 dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab
 kinerja. Adapun rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagai berikut:
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 Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
 1 2 3 4
 1 Meningkatnya Angka
 Konsumsi RT per
 Kapita/Tahun
 Angka Konsumsi RT per
 Kapita/Tahun (Juta Rp)
 23,30
 2 Penanganan Daerah
 Rawan Pangan (Desa)
 Jumlah penanganan Daerah
 Rawan Pangan (Desa)
 86
 3 Meningkatnya IKM
 Layanan Ketahanan
 Pangan
 IKM Pelayanan Ketahanan
 Pangan (Indeks)
 78,5
 Program Anggaran Keterangan
 1 Pelayanan Administrasi
 Perkantoran
 Rp. 341.965.600,00 APBD Kabupaten
 Sampang
 2 Peningkatan Sarana dan
 Prasarana Aparatur
 Rp. 453.256.000,00 APBD Kabupaten
 Sampang
 3 Peningkatan Kapasitas
 Sumber Daya Aparatur
 Rp. 17.250.000,00 APBD Kabupaten
 Sampang
 4 Peningkatan Sistem
 Pelaporan Capaian Kinerja
 dan Keuangan
 Rp. 22.687.700,00 APBD Kabupaten
 Sampang
 5 Program Ketersediaan
 Pangan dan Distribusi
 Pangan
 Rp. 1.134.092.000,00 APBD Kabupaten
 Sampang
 6 Program Konsumsi dan
 Keamanan Pangan
 Rp. 559.530.000,00 APBD Kabupaten
 Sampang
 1. Program Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan
 Ketahanan Pangan dapat digambarkan sebagai suatu system yang terdiri dari 3
 (tiga) subsistem yang saling berinteraksi yaitu: subsistem ketersediaan, subsistem
 distribusi dan subsistem konsumsi. Subsistem Ketersediaan Pangan diarahkan untuk
 mengatur stabilitas dan keseimbangan penyediaan pangan yang berasal dari produksi,
 cadangan dan yang berasal dari luar daerah. Subsistem Distribusi bertujuan untuk
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 menjamin akses pangan dan Subsistem konsumsi akan menjamin agar setiap warga
 dapat mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup, aman dan beragam
 baik kwalitas dan kwantitasnya. Kegiatan ketiga Subsistem tersebut perlu
 dilaksanakan secara simultan dan harmonis dengan menggunakan pendekatan
 pemberdayaan masyarakat secara partisipasi, usaha agribisnis yang mempunyai daya
 saing, berkelanjutan dan berkerakyatan melalui pendekatan koordinasi baik tingkat
 Kabupaten, Kecamatan dan Desa..
 Keberhasilan program ini dapat diwujudkan apabila didukung faktor input
 berupa sarana, prasarana, kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran dan
 pengolahan pangannya. Disamping itu perlu didukung faktor penunjang berupa
 kebijakan, peraturan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus.
 Ketersedian pangan merupakan basis ketahanan ekonomi rakyat, bukan untuk
 memenuhi kecukupan pangan dalam jangka waktu tertentu tetapi perlu dipikirkan
 untuk masa mendatang, lebih-lebih akibat kenaikan harga BBM menambah
 panjangnya penanggulangan kemiskinan. Ketersediaan pangan yang cukup bagi tiap
 rumah tangga, optimalisasi pemanfaatan potensi keanekaragaman pangan lokal akan
 mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat.
 Berkaitan dengan itu guna mewujudkan ketahanan pangan sampai di tingkat
 rumahtangga diperlukan kelembagaan pangan karena ketahanan pangan menyangkut
 cakupan yang luas dan bersifat multi sektoral. Kelembagaan pangan meliputi aspek
 peraturan perundangan, organisasi sebagai pelaksana peraturan perundangan dan
 ketatalaksanaan.
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan
 ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus
 pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.
 Sasaran output kegiatan adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan yang
 beragaam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2)
 Meningkatnyaketahanan pangan keluarga melalui pengembangan model
 pemberdayaan masyarakat melalui (1) Analisis Neraca Bahan Makanan; (2) Penguatan
 sistem kewaspadaan pangan dan gizi; (3) Kajian Responsif dan Antisipatif
 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (4) Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta
 FSVA); (5) Kawasan Mandiri Pangan; dan (6) Pemantauan ketersediaan dan
 kerawanan pangan Selain itu Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan
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 sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan
 keterjangkauan pangan masyarakat. Dan antisipasi kebutuhan pangan. Melalui
 peningkatan kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas
 harga pangan
 2. Program Konsumsi dan Keamanan Pangan
 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi
 pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan
 aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Sasaran
 kegiatan adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan
 keamanan pangan segar. Melalui sub kegiatan, yaitu: (1) Pemberdayaan pekarangan
 pangan; (2) Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan; (3) Gerakan
 Diversifikasi Pangan; (4) Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan; (5) Model
 pengembangan pangan pokok lokal; dan (6) Pengawasan keamanan dan mutu pangan
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 BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA
 Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi
 organisasi kedepan secara tehnis juga sebagai system lacak masing-masing bidang dan
 bagian. Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan entry point untuk
 mengendalikan tugas-tugas menejerial secara menyeluruh.
 Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh
 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksan Penyuluhan Pertanian pada tahun 2011 telah
 dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan yang ditetapkan. Dalam akuntabilitas
 kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja (outcome) kegiatan dan
 selanjutnya diuraikan juga pengukuran kinerja sasarannya dibanding dengan target
 tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan.
 Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang merupakan
 kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
 menerangkan kinerja dan tindakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau
 pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
 Sampang adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas
 Ketahanan Pangan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Ketahanan
 Pangan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan
 kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
 Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan
 memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria
 yaitu:
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 Tabel 3.1
 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
 No
 Nilai Capaian Kinerja Pemberian
 Atribut
 % Keterangan Presentase
 1. >100% Lebih dari Seratus Persen Sangat Baik
 2. 75% s.d 100% Tujuh puluh persen
 sampai seratus persen
 Baik
 3. 55% s.d <75% Lima puluh lima persen
 sampai kurang dari
 tujuh puluh persen
 Cukup
 4. X<55% Di bawah
 lima puluh lima persen
 Kurang
 A. ANALISA CAPAIAN KINERJA
 Capaian Kinerja
 Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, maka perlu diketahui tingkat
 capaian sasaran yang telah ditentukan sebagai berikut :
 1. Tingkat capaian kinerja kegiatan, menggambarkan tingkat capaian seluruh
 indikator kinerja kegiatan termasuk indikator pemicu (indikator input dan output).
 2. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan program, menggambarkan tingkat capaian
 indikator pemicu/pendukung (indikator input dan output).
 3. Tingkat capaian kinerja sasaran, menggambarkan capaian kinerja masing-masing
 sasaran yang ditentukan berdasarkan indikator berupa hasil yang dicapai (indikator
 outcome).
 Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran yang ditentukan oleh indikator
 hasil indikator outcome), indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh input dan output
 setiap kegiatan yang dilaksanakan.
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 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
 A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 Anggaran Urusan Wajib Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas
 Ketahanan Pangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.854.647.876,84 terdiri
 dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.325.866.576,84 dan Belanja
 Langsung sebesar Rp.2.528.781.300,00. Terealisasi sebesar Rp.
 5.528.107.997,00 (80,65%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
 Rp.2.106.169.324,00 atau (83,29%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.
 3.421.938.673,00 Atau (79,10%) Anggaran tersebut digunakan untuk
 melaksanakan 6 program dengan 41 kegiatan.
 Besarnya anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Dinas Ketahanan
 Pangan dikarenakan gaji penyuluh untuk TA 2017 masih dianggarkan di
 Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sampang. Pada bulan Juni
 2017 gaji penyuluh dimutasi ke Dinas Pertanian, akan tetapi pada bulan Juli
 s/d Nopember 2017, gaji tenaga fungsional penyuluh pertanian untuk 33
 orang dikembalikan ke DKP karena di Dinas Pertanian tidak
 menganggarkan tunjangan fungsional bagi penyuluh pertanian
 B. Hasil-hasil Capaian Program dan Kegiatan
 Untuk menilai Hasil Capain Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
 Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Sampang dapat diukur dengan menilai
 kontribusi program dan kegiatan tersebut terhadap keberhasilan pencapaian
 sasaran “meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, penganekargaman dan
 keamanan pangan” dengan indikator :
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 Tabel 3.2
 Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan
 Indikator Kinerja
 Satuan
 2016 2017
 % Uraian Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
 1 Meningkatnya
 Angka Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 1 Angka Konsumsi RT
 per Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 Juta
 Rp
 21,93 23,3 23,7 101,72
 2 Penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 1 Jumlah penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 Desa 86 86 91 105,81
 3 Meningkatnya
 IKM Layanan
 Ketahanan
 Pangan
 1 IKM Pelayanan
 Ketahanan Pangan
 79,04 78,5 78,45 99,94
 Dari tabel 3.2 di atas mengenai pengukuran capaian kinerja dapat dilihat bahwa
 sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang secara umum berhasil dicapai.
 Oleh karena itu terhadap berbagai capaian kinerja yang tercapai atau tidak tercapai,
 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang harus melakukan langkah konkrit
 untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dilakukan perbaikan di tahun-tahun
 berikutnya.
 Capaian kinerja beserta analisis DKP Kabupaten Sampang Tahun 2017 disajikan
 sebagai berikut :
 Tabel 3.3
 Capaian Indikator Kinerja I.1
 Indikator Kinerja
 Satuan
 2016 2017
 % Uraian Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
 1 Meningkatnya
 Angka Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 1 Angka Konsumsi RT
 per Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 Juta
 Rp
 21,93 23,3 23,7 101,72
 Penjelasan pencapaian :
 Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita menunjukkan
 kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan sesuai
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 dengan kemampuan daya beli dalam Tahun berjalan, di kabupaten
 Sampang pada tahun 2017 ditargetkan Angka Konsumsi RT per
 Kapita/Tahun (Juta Rp) sebesar 23,30 dapat direalisasikan sebesar
 23,72 yang diperoleh dari total pengeluaran rumah tangga sebesar
 7.048.091 (juta Rp.) dibagi dengan total jumlah rumah tangga sebesar
 297.123 (sesuai hasil analisis konsumsi pangan Kabupaten Sampang
 Tahun 2017).
 Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah
 tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran
 untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah
 tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan
 ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk
 makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat
 kesejahteraan.
 Analisis konsumsi pangan mencakup tingkat partisipasi konsumsi dan
 tingkat konsumsi pangan. Tingkat partisipasi konsumsi merupakan
 proporsi jumlah rumah tangga yang mengonsumsi suatu pangan
 tertentu terhadap total populasi yang dikaji yang dinyatakan dalam
 persen. Sementara tingkat konsumsi pangan merupakan jumlah
 komoditas pangan yang dikonsumsi suatu rumah tangga dengan
 satuan kg/kapita/tahun. Partisipasi konsumsi dapat digunakan sebagai
 alat ukur status ketahanan pangan di suatu daerah tertentu
 Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran terjadi karena elastisitas
 permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan
 elastisitas terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan
 ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi
 makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan
 pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan
 makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai
 tabungan (saving) atau diinvestasikan.
 Uraian di atas dapat menjelaskan bahwa pola pengeluaran merupakan
 salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
 kesejahteraan (ekonomi penduduk), sedangkan pergeseran komposisi
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 pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan
 penduduk.
 Faktor - faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan rumah tangga
 miskin :
 Pendapatan Keluarga
 Tingkat Pendidikan Ibu
 Jumlah Anggota Keluarga
 Jumlah Beras Raskin Yang diterima
 Jarak Rumah dengan pasar/sumber pangan
 Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target tersebut antara
 lain :
 Tingkat Pendapatan yang meningkat. Pendapatan merupakan
 suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang
 telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin
 tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya
 dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi,
 dan sebaliknya.
 Permintaan bahan pangan dipengaruhi oleh faktor harga pangan
 dan pendapatan seseorang. Terkait dengan kecukupan
 konsumsi pangan, fluktuasi harga memberi pengaruh pada
 jenis makanan dan ketersediaan pangan yang dikonsumsi.
 Disisi lain, pendapatan juga berpengaruh terhadap jenis dan
 banyaknya bahan pangan yang dikonsumsi, rumah tangga
 dengan pendapatan yang cukup, cendrung akan mengkonsumsi
 bahan pangan yang lebih banyak dan mampu mencukupi
 kebutuhan kalorinya per hari.
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 Tabel 3.4
 Capaian Indikator Kinerja II.1
 Indikator Kinerja
 Satuan
 2016 2017
 % Uraian Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
 2 Penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 1 Jumlah penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 Desa 86 86 91 105,81
 Tercapainya penanganan daerah rawan pangan yang ditetapkan pada
 tahun 2017 dari target 86 desa tercapai 91 desa hal ini seiring dengan
 terlaksananya peningkatan produksi bahan pangan, Peningkatan
 infrastuktur, peningkatan jumlah pelanggan listrik, peningkatan
 pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan
 kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola konsumsi pangan
 yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta meningkatnya
 keterampilan dan pengembangan olahan pangan lokal.
 Kegiatan penanganan daerah rawan pangan lebih difokuskan pada
 pencegahan dini daerah rawan melalui optimalisasi kegiatan FSVA
 (Food Security and Vulnerability Atlas/Peta Ketahanan dan
 Kerentanan Pangan) dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan
 Gizi) yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang
 kantong kantong kerawanan pangan tingkat wilayah.
 FSVA disusun pada tingkat wilayah dengan menggunakan indicator
 yang sifatnya statis dan perubahannya jangka panjang periode
 pengambilan data setiap 2 - 3 tahun. Untuk memperkuat analisis FSVA
 dilakukan sistem pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi
 kejadian kerawanan pangan secara berjenjang dan dilakukan secara
 periodik (bulanan) dan terus menerus.
 SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian
 kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan,
 penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan
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 gizi bulanan dan tahunan. Data bulanan dan tahunan tersebut
 menginformasikan tentang 3 (tiga) indikator utama yaitu ketersediaan,
 akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk
 menginformasikan situasi pangan dan gizi di suatu daerah.
 Pencegahan rawan pangan yang telah dilakukan di Kabupaten
 Sampang :
 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
 dengan membentuk Tim SKPG yang melibatkan instansi terkait
 dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 Peramalan situasi pangan dan gizi melalui pengembangan sistem
 isyarat dini (SIDI), termasuk peramalan ketersediaan pangan dan
 pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial
 ekonomi.
 Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil
 survei khusus atau dari laporan tahunan.
 Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi
 perumus kebijakan.
 Penyusunan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security
 and Vulnerability Atlas) oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi
 Jawa Timur Tahun 2016 periode 3-5 tahunan yang menggambarkan
 kondisi sampai tingkat desa/kecamatan sebagai acuan dalam
 penentuan program.
 Melaksanakan Pelatihan dan pembinaan pada masyarakat tentang
 menu pangan yang beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA).
 Melaksanakan Pelatihan dan pembinaan pada masyarakat untuk
 meningkatkan pendapatan dengan pelatihan olahan pangan berbahan
 baku lokal.
 Melaksanakan Pembinaan dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan
 pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran, buah, umbi-umbian,
 peternakan kecil dan perikanan untuk ketersediaan pangan keluarga
 dan menambah pendapatan keluarga.
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 Melaksanakan pembinaan dan pelatihan diversifikasi tanaman pada
 kelompok tani, untuk meningkatkan pendapatan kelompok tani
 dengan optimalisasi lahan pertanian sehingga dapat menambah
 produksi yang akhirnya menambah pendapatan.
 Karena di Kabupaten Sampang tidak terjadi rawan pangan akibat
 bencana alam, maka tidak dilakukan bantuan sosial.
 Tabel 3.5
 Capaian Indikator Kinerja III.1
 Indikator Kinerja
 Satuan
 2016 2017
 % Uraian Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
 3 Meningkatnya
 IKM Layanan
 Ketahanan
 Pangan
 1 IKM Pelayanan
 Ketahanan Pangan
 79,04 78,5 78,45 99,94
 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Ketahanan Pangan Pangan pada
 tahun 2017 ditargetkan 78,50 dapat dicapai 78,45 atau 99,94 %, angka
 IKM ketahanan pangan diperoleh dari nilai rata-rata hasil survei kepuasan
 masyarakat terhadap pelayanan tentang informasi ketersediaan pangan
 yaitu 74,56 dan nilai survei terhadap pelayanan pengujian keamanan
 pangan yaitu 82,33
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 Tabel 3.6
 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
 Tabel. 3.3. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang
 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
 SASARAN
 Target Kinerja Program Pada Tahun Ke- Realisasi Kinerja Program Pada Tahun Ke- Kondisi
 Kinerja
 pada
 akhir
 periode
 RPJMD
 Tahun
 n+1
 (2013)
 Tahun
 n+2
 (2014)
 Tahun
 n+3
 (2015)
 Tahun
 n+1
 (2016)
 Tahun
 n+1
 (2017)
 Tahun
 n+2
 (2018)
 Tahun
 n+1
 (2013)
 Tahun
 n+2
 (2014)
 Tahun
 n+3
 (2015)
 Tahun
 n+1
 (2016)
 Tahun
 n+1
 (2017)
 Tahun
 n+2
 (2018)
 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Meningkatkan
 ketersediaan,
 aksesibilitas,
 penganekaragaman
 dan keamanan
 pangan
 Meningkatnya
 Angka
 Konsumsi RT
 per
 Kapita/Tahun
 Angka
 Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 15,30 16,99 18,88 20,97 23,30 25,88 15,08 17,01 20,00 21,93 23,72
 Penanganan
 Daerah
 Rawan
 Pangan
 (Desa)
 Jumlah
 penanganan
 Daerah
 Rawan
 Pangan
 (Desa)
 44 52 61 79 86 86 44 69 79 86 91
 Meningkatnya
 IKM Layanan
 Ketahanan
 Pangan
 IKM
 Pelayanan
 Ketahanan
 Pangan
 - - - 75,00 78,50 81,10 - - 76,96 79,04 78,45
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 Tabel 3.7
 Efisiensi Penggunaan SDM
 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
 Kinerja Anggaran
 2017 2017
 Target Realisasi % Target Realisasi %
 1 Meningkatnya
 Angka Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 1 Angka
 Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 Juta Rp 23,3 23,72 101,80 559.530.000,00 480.162.100,00 85,82
 2 Penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 1 Jumlah
 penanganan
 Daerah
 Rawan
 Pangan
 (Desa)
 Desa 86 91 105,81 1.134.092.000,00 936.728.800 82,60
 3 Meningkatnya
 IKM Layanan
 Ketahanan
 Pangan
 1 IKM
 Pelayanan
 Ketahanan
 Pangan
 78,5 78,45 99,94 835.159.300,00 689.278.424,00 82,53
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 Dari tabel 3.7 di atas, pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum
 menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Semakin tinggi jumlah sumber
 daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan
 semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang
 dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
 Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien
 menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun
 sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan
 lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya
 adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan
 sasaran pembangunan. Hal ini dapat dilihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan
 realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna
 bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara
 yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan
 juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi
 perkantoran guna mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan
 dengan sasaran program terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
 Dana yang tersedia untuk program tersebut sebesar Rp. 341.965.600,00-
 terealisasi Rp. 234.709.522,00- atau 68,64%.. Adapun kegiatan-kegiatannya
 antara lain :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 6.772.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 4.830.600,00 atau 71,33 %.
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 36.733.200,00 terealisasi
 sebesar Rp. 20.872.622,00 atau 56,82 %
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 11.060.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 7.896.800,00 atau 71,40 %.
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 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 80.875.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 80.083.600,00 atau 99,02 %.
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 23.464.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 22.848.000,00 atau 97,37 %.
 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 11.206.400,00 terealisasi
 sebesar Rp. 8.556.400,00 atau 76,35 %
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 1.850.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 1.748.000,00 atau 94,49 %
 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 5.850.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 3.300.000,00 atau 56,41 %
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 13.200.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 9.750.000,00 atau 73,86 %
 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 13.175.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 7.650.000,00 atau 58,06 %.
 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 110.304.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 61.163.500,00 atau 55,45 %.
 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 27.476.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 6.010.000,00 atau 21,87 %.
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dengan
 sasaran program tersedianya sarana dan prasarana aparatur. Dana yang
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 tersedia untuk program tersebut sebesar Rp. 453.256.000,00 terealisasi Rp.
 431.881.502,00 atau 95,28 %.
 Adapun kegiatan-kegiatannya antara lain :
 1. Pembangunan Gedung Kantor
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 198.436.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 192.126.000,00 atau 96,82 %.
 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 55.200.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 54.580.000,00 atau 98,88 %.
 3. Pengadaan Meubelair
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 55.050.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 54.282.000,00 atau 98,60 %.
 4. Pengadaan Komputer
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 45.000.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 43.645.000,00 atau 96,99 %
 5. Pengadaan Alat-alat Studio
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 30.200.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 29.890.000,00 atau 98,97 %
 6. Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan Air
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 15.200.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 10.430.670,00 atau 68,62 %
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 37.920.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 33.377.832,00 atau 88,02 %
 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 6.150.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 4.750.000,00 atau 77,24 %
 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 10.100.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 8.800.000,00 atau 87,13 %.
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 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 aparatur untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan
 dengan sasaran program tersedianya aparatur yang berkualitas dan
 profesional. Dana yang tersedia untuk program tersebut sebesar Rp.
 17.250.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00 %. Adapun kegiatan-kegiatannya
 antara lain :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 17.250.000,00 dengan
 realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00 %.
 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
 Kinerja dan Keuangan
 Program ini ditujukan untuk meningkatkan system pelaporan kinerja dan
 keuangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan
 dengan sasaran program tersedianya lapoaran capaian kinerja dan keuangan
 yang baik. Dana yang tersedia untuk program tersebut sebesar Rp.
 22.687.700,00 terealisasi Rp. 22.687.400,00 atau 99,99 %. Adapun kegiatan-
 kegiatannya antara lain :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 OPD
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 6.214.700,00 terealisasi
 sebesar Rp. 6.214.400,00 atau 100 %.
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 2.833.000,00 terealisasi
 sebesar Rp 2.833.000,00 atau 100,00 %.
 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 2.978.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 2.978.000,00 atau 100,00 %.
 4. Penyusunan RKA-OPD dan DPA-OPD
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 10.662.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 10.662.000,00 atau 100,00 %.
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 Program Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan
 Program ini ditujukan untuk pengembangan Ketersediaan Pangan dan
 Distribusi Pangan. Dana yang tersedia untuk program tersebut sebesar Rp.
 1.134.092.000,00 terealisasi Rp. 936.728.800,00 atau 82,60 %. Adapun
 kegiatan-kegiatannya antara lain :
 1. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 29.872.000,00 terealisasi
 sebesar Rp 24.557.000,00 atau 82,21 %.
 2. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 215.788.000,00
 terealisasi sebesar Rp 21.4035.000,00 atau 99,19 %
 3. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 60.044.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 52.331.500,00 atau 87,16 %
 4. Pemantauan dan Analisia Akses Pangan Masyarakat
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 28.651.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 23.576.800,00 atau 81,83 %
 5. Pemantauan dan Analisa Akses Pangan Masyarakat
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 28.651.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 15.330.000,00 atau 53,51 %
 6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 155.423.000,00
 terealisasi sebesar Rp. 154.407.500,00 atau 99,35 %
 7. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 305.541.000,00
 terealisasi sebesar Rp. 193.9710.000,00 atau 63,48 %
 8. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 276.666.000,00
 terealisasi sebesar Rp. 232.738.000,00 atau 84,12 %
 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 33.294.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 25.782.000,00 atau 77,44 %.
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 Program Konsumsi dan Keamanan Pangan
 Program ini ditujukan untuk pengembangan Konsumsi dan Keamanan
 Pangan. Dana yang tersedia untuk program tersebut sebesar Rp.
 559.530.000,00 terealisasi Rp. 480.162.100,00 atau 85,82 %. Adapun
 kegiatan-kegiatannya antara lain :
 1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 26.803.000,00 terealisasi
 sebesar Rp 25.863.800,00 atau 96,50 %
 2. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 239.922.000,00
 terealisasi sebesar Rp 209.626.300,00 atau 87,37 %.
 3. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 30.631.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 29.925.000,00 atau 97,70 %
 4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Agribisnis
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 59.788.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 56.768.000,00 atau 94,95 %
 5. Percepatan Diversifikasi dan Penganekaragaman Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 95.892.000,00 terealisasi
 sebesar Rp. 53.810.000,00 atau 56,12 %
 6. Pemafaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
 Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 106.494.000,00
 terealisasi sebesar Rp. 104.169.000,00 atau 97,82 %.
 B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
 Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
 pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka
 mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang
 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
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 Tabel 3.8
 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
 NO Sasaran
 Strategis Indikator Kinerja Program Pagu
 1 2 3 4 4
 1 Meningkatnya
 Angka Konsumsi
 RT per
 Kapita/Tahun
 Angka Konsumsi RT
 per Kapita/Tahun
 (Juta Rp)
 Program
 Ketersediaan
 Pangan dan
 Distribusi Pangan
 1.134.092.000
 ,00
 2 Penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 Jumlah penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan (Desa)
 Program Konsumsi
 dan Keamanan
 Pangan
 559.530.000,0
 0
 3 Meningkatnya
 IKM Layanan
 Ketahanan
 Pangan
 IKM Pelayanan
 Ketahanan Pangan
 (Indeks)
 Pelayanan
 Administrasi
 Perkantoran
 341.965.600,0
 0
 Peningkatan Sarana
 dan Prasarana
 Aparatur
 453.256.000,0
 0
 Peningkatan
 Kapasitas Sumber
 Daya Aparatur
 17.250.000,00
 Peningkatan Sistem
 Pelaporan Capaian
 Kinerja dan
 Keuangan
 22.687.700,00
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran terbesar digunakan
 untuk melaksanakan indikator Persentase hasil penelitian/kajian yang telah
 ditindaklanjuti karena hasil penelitian/kajian digunakan sebagai dasar OPD terkait
 untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sampang.
 Kebijakan Keuangan
 Perubahan anggaran keuangan di Dinas Ketahanan Pangan disebabkan
 perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi DPA tahun anggaran berjalan.
 Kepala SKPD memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya
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 perubahan DPA ke dalam DPPA-SKPD dan disajikan secara lengkap penjelasan
 tentang :
 Perbedaan asumsi dengan DPA yang ditetapkan sebelumnya
 Program dan kegiatan yang diusulkan ditampung dalam perubahan DPA
 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran
 berjalan
 Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan
 dalam perubahan DPPA-SKPD apabila melampui asumsi DPA
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 Tabel. 3.9. Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
 N
 O TUJUAN
 SASARA
 N
 INDIKAT
 OR
 SASARA
 N
 Program dan
 Kegiatan
 Indikator
 Kinerja
 Program
 Outcome) dan
 Kegiatan
 (Output)
 Data
 Capai
 an
 Pada
 Awal
 Tahu
 n
 Awal
 Peren
 canaa
 n
 Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-
 Ko
 ndi
 si
 Kin
 erja
 pad
 a
 akh
 ir
 peri
 ode
 RP
 JM
 D
 Tahun n+1
 (2013)
 Tahun n+2
 (2014)
 Tahun n+3
 (2015)
 Tahun n+1
 (2016)
 Tahun n+1
 (2017)
 Tahun n+2
 (2018)
 Tar
 get Rp
 Tar
 get Rp
 Tar
 get Rp
 Tar
 get Rp
 Tar
 get Rp
 Tar
 get Rp
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18
 Meningk
 atkan
 ketersedi
 aan,
 aksesibili
 tas,
 penganek
 aragama
 n dan
 keamana
 n pangan
 Menin
 gkatny
 a
 Angka
 Konsu
 msi
 RT per
 Kapita
 /Tahun
 Angka
 Konsu
 msi
 RT
 per
 Kapita
 /Tahu
 n (Juta
 Rp)
 15,3
 0
 188.023.
 970,00
 16,9
 9
 213.415.
 385,00
 18,8
 8
 385.544.
 400,00
 23,3
 0
 316.507.
 220,00
 23,3
 0
 559.530.
 000,00
 25,8
 8
 672.000.
 000,00
 25,8
 8
 Program
 Konsumsi dan
 Keamanan
 Pangan
 Skor Pola
 Pangan
 Harapan
 0,00
 188.023.
 970,00
 0,00 213.415.
 385,00
 0,00 385.544.
 400,00
 0,00 316.507.
 220,00
 0,00 559.530.
 000,00
 0,00 672.000.
 000,00
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 Persentase
 Konsumsi RT
 Non Pangan
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pengawasan
 dan
 Pembinaan
 Keamanan
 Pangan
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Kelompok
 Olahan
 Pangan
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Analisis dan
 penyusunan
 Pola Konsumsi
 dan Saplai
 Pangan
 Jumlah
 Dokumen
 Analisis dan
 Penyusunan
 Pola Konsumsi
 dan saplai
 Pangan (Dok)
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25.886.6
 50,00
 0,00 0,00 1,00 26.803.0
 00,00
 1,00 76.000.0
 00,00
 Monitoring,
 Evaluasi dan
 Pelaporan
 Kebijakan
 Perberasan dan
 Subsidi Pangan
 Jumlah
 Kebijakan
 Perberasan dan
 Subsidi Pangan
 (Dok)
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Peningkatan
 Mutu dan
 Keamanan
 Pangan
 Jumlah
 Kelompok
 Olahan Pangan
 (Kelp)
 0 20,0
 0
 75.009.6
 00,00
 20,0
 0
 81.228.6
 20,00
 20,0
 0
 90.787.3
 20,00
 20,0
 0
 104.039.
 020,00
 20,0
 0
 239.922.
 000,00
 20,0
 0
 275.000.
 000,00
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 Penyuluhan
 Sumber Pangan
 Alternatif
 Jumlah
 Anggota
 Kelompok
 yang mendapat
 Penyuluhan
 (Org)
 0,00 0,00 0,00 0,00 100,
 00
 31.505.4
 90,00
 0,00 0,00 100,
 00
 30.631.0
 00,00
 100,
 00
 42.000.0
 00,00
 Peningkatan
 Ketahanan
 Pangan dan
 Agibisnis
 Jumlah paket
 untuk
 peningkatan
 Ketersediaan
 Energi dan
 Protein
 43.800.6
 60,00
 0,00 54.776.3
 20,00
 47.630.0
 20,00
 59.788.0
 00,00
 50.000.0
 00,00
 Macam Bahan
 Percontohan
 (Unit)
 0 1,00 0,00 3,00 3,00 3,00
 Jumlah Peserta
 Pelatihan (Org)
 0 30,0
 0
 0,00 90,0
 0
 90,0
 0
 90,0
 0
 Percepatan
 Deversifikasi
 dan
 Penganekaraga
 man Pangan
 Jumlah Paket
 untuk
 Percepatan
 Deversifikasi
 dan
 Penganekaraga
 man Pangan
 (Paket)
 69.213.7
 10,00
 61.845.7
 85,00
 85.579.9
 90,00
 42.477.9
 90,00
 95.892.0
 00,00
 7,00 109.000.
 000,00
 Bahan Baku
 Contoh Menu
 (Paket)
 0 7,00 7,00 3,00 7,00 7,00 7,00
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 Percontohan
 Warung
 Sekolah (Paket)
 0 7,00 7,00 3,00 7,00 7,00 10,0
 0
 Promosi dan
 Pameran
 (Paket)
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
 Pemanfaatan
 Pekarangan
 Untuk
 Pengembangan
 Pangan
 Jumlah
 Kelompok
 Pelaksanaan
 Pemanfaatan
 Pekarangan
 Untuk
 Pengembangan
 Pangan
 0,00 70.340.9
 80,00
 72.226.3
 20,00
 122.360.
 190,00
 106.494.
 000,00
 120.000.
 000,00
 Desa 0 0,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Kecamatan 0 0,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00
 Laporan
 Berkala
 Kondisi
 Ketahanan
 Pangan Daerah
 Jumlah
 Laporan
 Berkala
 Kondisi
 Ketahanan
 Pangan Daerah
 (Dok)
 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24.782.3
 10,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 64
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017
 59
 Penan
 ganan
 Daera
 h
 Rawan
 Panga
 n
 (Desa)
 Jumla
 h
 penan
 ganan
 Daera
 h
 Rawan
 Panga
 n
 (Desa)
 44,0
 0
 1.077.56
 7.615,00
 52,0
 0
 1.290.65
 0.865,00
 61,0
 0
 1.948.96
 2.870,00
 86,0
 0
 1.233.37
 4.650,00
 86,0
 0
 1.134.09
 2.000,00
 86,0
 0
 1.234.00
 0.000,00
 86
 Program
 Ketersediaan
 Pangan dan
 Distribusi
 Pangan
 Cadangan
 Pangan
 Pemerintah
 Setara Beras
 (PSB) Ton
 0,00
 1.077.56
 7.615,00
 0,00 1.290.65
 0.865,00
 0,00 1.948.96
 2.870,00
 0,00 1.233.37
 4.650,00
 0,00 1.134.09
 2.000,00
 0,00 1.234.00
 0.000,00
 Jumlah
 Lumbung
 (Buah)
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Isi Lumbung
 (Kg Gabah
 Kering
 Simpan)
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ketersediaan
 Pangan Utama
 Masyarakat
 PSB
 (Kg/Kpt/Th) :
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Persentase
 Pemenuhan
 Kebutuhan
 Pangan Utama
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Nilai Capaian
 Ketersediaan
 Informasi (K)
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Stabilitas
 Harga dan
 Pasokan
 Komoditas
 (Ski)
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regulasi
 Ketahanan
 Pangan
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Perumusan
 Kebijakan
 Peningkatan
 Ketahanan
 Pangan Daerah
 Jumlah
 Kebijakan
 Peningkatan
 Ketahanan
 Pangan Daerah
 (Dok)
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 66
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017
 61
 Penyusunan
 Data Base
 Potensi Produk
 Pangan
 Jumlah
 Dokumen Data
 Base Potensi
 Produk Pangan
 (Dok)
 0 0,00 0,00 1,00 39.245.1
 00,00
 2,00 32.006.6
 50,00
 2,00 25.127.6
 90,00
 1,00 29.872.0
 00,00
 1,00 35.000.0
 00,00
 Penanganan
 Daerah Rawan
 Pangan
 Jumlah
 Kelompok
 yang tertangani
 di Desa Rawan
 Pangan
 76.415.4
 10,00
 0,00 110.981.
 320,00
 96.139.4
 70,00
 215.788.
 000,00
 240.000.
 000,00
 Desa 0 4,00 0,00 5,00 5,00 5,00
 Kecamatan 0 2,00 0,00 5,00 5,00 3,00
 Analisis Rasio
 Jumlah
 Penduduk
 Terhadap
 Jumlah
 Kebutuhan
 Pangan
 Jumlah Dok.
 Analisis Rasio
 Jumlah
 Penduduk
 Terhadap
 Jumlah
 Kebutuhan
 Pangan (Dok)
 0 0,00 0,00 1,00 55.416.4
 40,00
 1,00 53.831.3
 20,00
 0,00 0,00 1,00 60.044.0
 00,00
 0,00 0,00
 Prengembanga
 n Model
 Distribusi
 Cadangan
 Pangan Daerah
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Pemantauan
 Dan Analisis
 Harga Pangan
 Pokok
 Jumlah
 Dokumen
 Harga Pangan
 (Dok)
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 25.057.6
 40,00
 58.422.9
 90,00
 28.651.0
 00,00
 32.000.0
 00,00
 Pemantauan
 Dan Analisis
 Akses Pangan
 Masyarakat
 Jumlah
 Dokumen
 Akses Pangan
 Masyarakat
 (Dok)
 0 1,00 31.338.0
 00,00
 4,00 47.960.2
 60,00
 1,00 58.215.9
 90,00
 0,00 0,00 1,00 28.813.0
 00,00
 1,00 32.000.0
 00,00
 Pengembangan
 Pangan di
 Lahan Kering
 Jumlah Desa
 model
 pengembangan
 pangan di lahan
 kering (Desa)
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 200.000.
 000,00
 Pengembangan
 Desa Mandiri
 Pangan
 Jumlah
 Kelompok
 Desa Mandiri
 Pangan (Kelp)
 0 12,0
 0
 154.991.
 165,00
 9,00 168.998.
 745,00
 9,00 247.166.
 320,00
 0,00 0,00 1,00 155.423.
 000,00
 6,00 210.000.
 000,00
 Pengembangan
 Cadangan
 Pangan Daerah
 Jumlah
 Ketersediaan
 dan Cadangan
 Pangan
 Pemerintah
 (PSB) (Kg)
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0
 0
 185.230.
 990,00
 0,00 0,00 20,0
 0
 305.541.
 000,00
 20,0
 0
 295.000.
 000,00
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 Pengembangan
 Lumbung
 Pangan Desa
 Jumlah
 lumbung
 masyarakat
 (buah) dan isi
 lumbung (kg
 gabah kering
 simpan)
 0 789.250.
 000,00
 979.030.
 320,00
 1.154.32
 6.320,00
 1.020.55
 5.320,00
 276.666.
 000,00
 140.000.
 000,00
 Monitoring
 Evaluasi dan
 Pelaporan
 Jumlah
 Dokumen
 Monitoring
 Evaluasi dan
 Pelaporan
 (Dok)
 0 1,00 25.573.0
 40,00
 0,00 0,00 1,00 82.146.3
 20,00
 1,00 33.129.1
 80,00
 1,00 33.294.0
 00,00
 1,00 50.000.0
 00,00
 IKM
 Pelaya
 nan
 Ketah
 anan
 Panga
 n
 - 370.114.
 140,00
 - 306.215.
 565,00
 - 370.114.
 140,00
 78,5
 0
 370.114.
 140,00
 78,5
 0
 403.956.
 400,00
 81,1
 0
 370.114.
 140,00
 Menin
 gkatny
 a IKM
 Layan
 an
 Ketaha
 nan
 Panga
 n
 Program
 Pelayanan
 Administrasi
 Perkantoran
 Presentase
 Pemenuhan
 Kebutuhan
 Administrasi
 Perkantoran
 370.114.
 140,00
 306.215.
 565,00
 370.114.
 140,00
 370.114.
 140,00
 403.956.
 400,00
 370.114.
 140,00
 Penyediaan
 Jasa Surat
 Menyurat
 Jumlah surat
 terkirim (Surat)
 1627 1.50
 0,00
 7.874.99
 0,00
 1.50
 0,00
 5.225.65
 0,00
 1.70
 0,00
 5.307.65
 0,00
 1.70
 0,00
 5.305.65
 0,00
 1.70
 0,00
 6.772.00
 0,00
 900,
 00
 10.000.0
 00,00
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 Penyediaan
 Jasa
 Komunikasi,
 Sumber Daya
 Air dan Listrik
 39.900.0
 00,00
 40.500.0
 00,00
 57.600.0
 00,00
 46.500.0
 00,00
 52.200.0
 00,00
 67.500.0
 00,00
 Jumlah Jasa
 listrik
 13 rek
 / 1
 tahun
 15,0
 0
 15,0
 0
 15,0
 0
 15,0
 0
 1,00 1,00
 Jumlah Jasa
 Telepon
 2 rek /
 1
 tahun
 1,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00
 Jumlah Jasa
 Air
 4 rek /
 1
 tahun
 6,00 6,00 6,00 6,00 1,00 1,00
 Penyediaan
 Jasa
 Pemeliharaan
 dan Perizinan
 Kendaraan
 Dinas/Operasio
 nal
 Jumlah
 Penyediaan
 Jasa
 Pemeliharaan
 dan Perizinan
 Kendaraan
 Dinas/Operasio
 nal
 8.400.00
 0,00 11.360.0
 00,00 9.510.00
 0,00 10.285.0
 00,00 11.060.0
 00,00 4.300.00
 0,00
 Kendaraan
 Roda 2
 36
 Unit
 36,0
 0
 52,0
 0
 42,0
 0
 47,0
 0
 52,0
 0
 16,0
 0
 Kendaraan
 Roda 4
 2 Unit 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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 Penyediaan
 Jasa
 Kebersihan
 Kantor
 Jumlah
 Penyediaan
 Jasa
 Kebersihan
 Kantor
 821.000,
 00
 1.242.50
 0,00
 33.394.0
 00,00
 22.586.0
 00,00
 80.875.0
 00,00
 78.500.0
 00,00
 Macam 10 10,0
 0
 11,0
 0
 11,0
 0
 20,0
 0
 20,0
 0
 24,0
 0
 Buah 59 44,0
 0
 0,00 42,0
 0
 87,0
 0
 167,
 00
 215,
 00
 Penyediaan
 Alat Tulis
 Kantor
 Jumlah
 Penyediaan
 Alat Tulis
 Kantor
 19.791.7
 40,00 22.320.2
 60,00 22.270.4
 60,00 20.351.4
 60,00 23.464.0
 00,00 26.000.0
 00,00
 Macam 21 0,00 0,00 26,0
 0
 25,0
 0
 29,0
 0
 37,0
 0
 Buah 754 829,
 00
 1.13
 0,00
 1.11
 1,00
 1.18
 1,00
 1.93
 4,00
 2.16
 4,00
 Penyediaan
 Barang
 Cetakan dan
 Penggandaan
 Jumlah
 Penyediaan
 Barang
 Cetakan dan
 Penggandaan
 6.546.41
 0,00
 7.595.15
 5,00
 7.589.40
 0,00
 7.990.00
 0,00
 11.206.4
 00,00
 12.500.0
 00,00
 Cetakan 129 133,
 00
 132,
 00
 129,
 00
 151,
 00
 186,
 00
 175,
 00
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 Penggandaan 7886 7.54
 4,00
 7.60
 7,00
 6.39
 7,00
 11.5
 00,0
 0
 19.5
 32,0
 0
 40.0
 00,0
 0
 Penyediaan
 Komponen
 Instalasi
 Listrik/peneran
 gan Kantor
 Jumlah
 Penyediaan
 Komponen
 Instalasi
 Listrik/peneran
 gan Kantor
 1.200.00
 0,00
 1.040.00
 0,00
 1.050.00
 0,00
 1.400.00
 0,00
 1.850.00
 0,00
 5.000.00
 0,00
 Macam 4 4 4 4,00 4,00 5,00 5,00
 Buah 16 17 17 39,0
 0
 18,0
 0
 20,0
 0
 80,0
 0
 Penyediaan
 Peralatan dan
 Perlengkapan
 Kantor
 Jumlah
 Penyediaan
 Peralatan dan
 Perlengkapan
 Kantor
 9.500.00
 0,00
 9.150.00
 0,00
 9.100.00
 0,00
 15.800.0
 00,00
 5.850.00
 0,00
 8.000.00
 0,00
 Macam 3 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00
 Buah 26 39,0
 0
 39,0
 0
 39,0
 0
 64,0
 0
 65,0
 0
 18,0
 0
 Penyediaan
 Bahan Bacaan
 dan Peraturan
 Perundang-
 undangan
 Jumlah
 Penyediaan
 Bahan Bacaan
 dan Peraturan
 Perundang-
 undangan
 1.980.00
 0,00
 2.100.00
 0,00
 2.400.00
 0,00
 2.700.00
 0,00
 13.200.0
 00,00
 15.000.0
 00,00
 Macam 2 2 2 2 2 2 2
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 Bulan 12 12 12 12 12 12 12
 Penyediaan
 Makanan dan
 Minuman
 Jumlah
 Penyediaan
 Makanan dan
 Minuman
 44.550.0
 00,00 25.325.0
 00,00 37.400.0
 00,00 26.350.0
 00,00 13.175.0
 00,00 15.000.0
 00,00
 Makanan dan
 Minuman
 Rapat Bulanan
 127
 Orang
 127,
 00
 130,
 00
 130,
 00
 125,
 00
 25,0
 0
 25,0
 0
 Makanan dan
 Minuman
 Tamu Kantor
 5
 Orang
 5,00 5,00 5,00 10,0
 0
 15,0
 0
 15,0
 0
 Rapat
 Koordinasi dan
 Konsultasi
 Luar Daerah
 Jumlah Rapat
 Koordinasi dan
 Konsultasi
 Luar Daerah
 117
 OK
 56,0
 0
 78.170.0
 00,00
 78,0
 0
 123.285.
 000,00
 55,0
 0
 104.760.
 000,00
 152,
 00
 85.701.2
 50,00
 119,
 00
 156.828.
 000,00
 124,
 00
 175.000.
 000,00
 Penyediaan
 Jasa Tenaga
 Pendukung
 Administrasi/T
 eknis/Keamana
 n
 Jumlah
 Penyediaan
 Jasa Tenaga
 Pendukung
 Administrasi/T
 eknis/Keamana
 n
 2 OT 2,00 23.040.0
 00,00
 1,00 11.520.0
 00,00
 1,00 11.850.0
 00,00
 1,00 12.000.0
 00,00
 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Rapat
 Koordinasi dan
 Konsultasi
 Dalam Daerah
 Jumlah Rapat
 Koordinasi dan
 Konsultasi
 Dalam Daerah
 312
 OK
 312,
 00
 128.340.
 000,00
 1.00
 8,00
 45.552.0
 00,00
 304,
 00
 20.700.0
 00,00
 288,
 00
 21.016.0
 00,00
 240,
 00
 27.476.0
 00,00
 83,0
 0
 31.000.0
 00,00
 Program
 Peningkatan
 Sarana Dan
 Prasarana
 Aparatur
 Presentase
 Pemenuhan
 Sarana Dan
 Prasarana
 Aparatur
 190.730.
 330,00
 524.964.
 500,00
 314.790.
 000,00
 3.263.78
 0.100,00
 456.106.
 000,00
 588.500.
 000,00
 Pengadaan
 Kendaraan
 Dinas/Operasio
 nal
 Jumlah
 Pengadaan
 Kendaraan
 Dinas/Operasio
 nal
 1 Unit 0,00 0,00 1,00 298.087.
 500,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 200.000.
 000,00
 Pembangunan
 Gedung Kantor
 Jumlah
 Pembangunan
 Gedung Kantor
 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3.126.08
 0.100,00
 1,00 198.436.
 000,00
 1,00 200.000.
 000,00
 Pengadaan
 Perlengkapan
 Gedung Kantor
 Jumlah
 Pengadaan
 Perlengkapan
 Gedung Kantor
 16.000.0
 00,00 13.700.0
 00,00 42.200.0
 00,00 17.300.0
 00,00 55.200.0
 00,00 7.500.00
 0,00
 Almari 12
 buah
 5,00 4,00 14,0
 0
 6,00 2,00 2,00
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 AC 9 buah 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
 Gorden 1
 Paket
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pengadaan
 Mebeleur
 Jumlah
 Pengadaan
 Mebeleur
 19.090.3
 30,00
 25.000.0
 00,00
 5.350.00
 0,00
 21.250.0
 00,00
 55.050.0
 00,00
 0,00
 Meja Kerja 40 0,00 1,00 0,00 1,00 3,00 0,00
 Meja Rapat 37 2,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
 Kursi Kerja 38 5,00 1,00 0,00 1,00 6,00 0,00
 Kursi Rapat 110 20,0
 0
 20,0
 0
 15,0
 0
 40,0
 0
 0,00
 Pengadaan
 Komputer
 Jumlah
 Pengadaan
 Komputer
 26.750.0
 00,00
 41.100.0
 00,00
 8.100.00
 0,00
 39.200.0
 00,00
 45.000.0
 00,00
 30.000.0
 00,00
 Macam 3 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00
 Buah 1 4,00 7,00 4,00 7,00 7,00 4,00

Page 75
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017
 70
 Pengadaan
 Sarana Studio
 Jumlah
 Pengadaan
 Sarana Studio
 0,00 0,00 1,00 16.100.0
 00,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30.200.0
 00,00
 0,00 0,00
 Sarana Studio
 (Buah)
 2
 Pengadaan
 Alat-alat
 Komunikasi
 Jumlah
 Pengadaan
 Alat-alat
 Komunikasi
 0 0,00 0,00 2,00 7.500.00
 0,00
 3,00 7.600.00
 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pengadaan
 Instalasi
 Listrik,
 Telepon dan
 Air
 Jumlah
 Pengadaan
 Instalasi
 Listrik,
 Telepon dan
 Air
 50.000.0
 00,00 0,00 30.200.0
 00,00 0,00 15.200.0
 00,00
 0,00 0,00
 Listrik 13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Air 4 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
 Telepon 1 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00
 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Gedung Kantor
 Jumlah
 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Gedung Kantor
 14
 Gedun
 g
 14,0
 0
 22.270.0
 00,00
 14,0
 0
 77.727.0
 00,00
 14,0
 0
 37.640.0
 00,00
 1,00 8.150.00
 0,00
 0,00 0,00 1,00 85.000.0
 00,00
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 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Kendaraan
 Dinas/Operasio
 nal
 Jumlah
 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Kendaraan
 Dinas/Operasio
 nal
 32.820.0
 00,00
 35.150.0
 00,00
 39.900.0
 00,00
 41.700.0
 00,00
 37.920.0
 00,00
 42.000.0
 00,00
 Kendaraan
 Dinas (Buah)
 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Mebeleur
 Jumlah
 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Mebeleur
 20
 buah
 0,00 0,00 61,0
 0
 6.800.00
 0,00
 62,0
 0
 8.200.00
 0,00
 0,00 0,00 40,0
 0
 9.000.00
 0,00
 40,0
 0
 10.000.0
 00,00
 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Peralatan dan
 Perlengkapan
 Kantor
 Jumlah
 Pemeliharaan
 Rutin / Berkala
 Peralatan dan
 Perlengkapan
 Kantor
 3.800.00
 0,00 3.800.00
 0,00 10.600.0
 00,00 10.100.0
 00,00 10.100.0
 00,00 14.000.0
 00,00
 Macam 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
 Buah 15 13,0
 0
 13,0
 0
 23,0
 0
 22,0
 0
 22,0
 0
 22,0
 0
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 Rehabilitasi
 Sedang/ berat
 Gedung Kantor
 Jumlah
 Rehabilitasi
 Sedang/ berat
 Gedung Kantor
 0 0,00 0,00 0,00 1,00 125.000.
 000,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pembangunan
 Website
 Terpenuhinya
 Kebutuhan
 Website untuk
 kegiatan
 operasional
 kantor
 1,00 20.000.0
 00,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Website (buah) 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Program
 Peningkatan
 Disiplin
 Aparatur
 Presentase
 Pemenuhan
 Disiplin
 Aparatur
 10.800.0
 00,00
 0,00 0,00 33.800.0
 00,00
 0,00 0,00
 Pengadaan
 Pakaian Dinas
 Beserta
 Perlengkapann
 ya
 Jumlah
 Pengadaan
 Pakaian Dinas
 Beserta
 Perlengkapann
 ya
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,0
 0
 33.800.0
 00,00
 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pengadaan
 Pakaian
 KORPRI
 Jumlah
 Pengadaan
 Pakaian
 KORPRI
 0 72,0
 0
 10.800.0
 00,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Pengadaan
 Pakaian
 Khusus hari-
 hari tertentu
 Presentase
 Pemenuhan
 Pakaian
 Khusus Hari-
 hari Tertentu
 12.600.0
 00,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pengadaan
 Pakaian Senam
 Jumlah
 Pengadaan
 Pakaian Senam
 0 72,0
 0
 12.600.0
 00,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Program
 Peningkatan
 Kapasitas
 Sumber Daya
 Aparatur
 14.550.0
 00,00
 51.750.0
 00,00
 16.975.0
 00,00
 32.400.0
 00,00
 17.250.0
 00,00
 17.250.0
 00,00
 Pendidikan dan
 Pelatihan
 Formal
 Jumlah peserta
 Pendidikan dan
 Pelatihan
 Formal
 14 OK 10,0
 0
 14.550.0
 00,00
 6,00 51.750.0
 00,00
 7,00 16.975.0
 00,00
 1,00 32.400.0
 00,00
 1,00 17.250.0
 00,00
 2,00 17.250.0
 00,00
 Program
 Peningkatan
 Pengembanga
 n Sistem
 Pelaporan
 Capaian
 Kinerja Dan
 Keuangan
 Presentase
 Pemenuhan
 Pengembanga
 n Sistem
 Pelaporan
 Capaian
 Kinerja Dan
 Keuangan
 6.080.48
 0,00
 15.630.8
 40,00
 19.161.0
 95,00
 19.000.0
 00,00
 22.687.7
 00,00
 22.765.0
 00,00
 Penyusunan
 Laporan
 Capaian
 Kinerja dan
 Ikhtisar
 Realisasi
 Kinerja SKPD
 Dokumen
 Laporan
 Capaian
 Kinerja Kantor
 1
 dokum
 en
 1,00 667.790,
 00
 1,00 2.745.32
 0,00
 4,00 3.000.00
 0,00
 4,00 3.050.12
 0,00
 6,00 6.214.70
 0,00
 6,00 6.215.00
 0,00
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 Penyusunan
 Laporan
 Keuangan
 Semesteran
 Dokumen
 Laporan
 Keuangan
 Semesteran
 Kantor
 2
 dokum
 en
 2,00 586.650,
 00
 2,00 580.460,
 00
 2,00 3.000.00
 0,00
 2,00 2.820.60
 0,00
 2,00 2.833.00
 0,00
 2,00 2.850.00
 0,00
 Penyusunan
 Pelaporan
 Keuangan
 Akhir Tahun
 Dokumen
 Laporan Fisik
 dan Keuangan
 Akhir Tahun
 1
 dokum
 en
 1,00 801.990,
 00
 1,00 2.305.12
 0,00
 2,00 3.000.00
 0,00
 2,00 2.958.31
 0,00
 2,00 2.978.00
 0,00
 2,00 3.000.00
 0,00
 Penyusunan
 RKA-SKPD
 dan DPA-
 SKPD
 Dokumen
 RKA-SKPD
 dan DPA-
 SKPD
 2
 dokum
 en
 2,00 4.024.05
 0,00
 3,00 9.999.94
 0,00
 3,00 10.161.0
 95,00
 3,00 10.170.9
 70,00
 3,00 10.662.0
 00,00
 3,00 10.700.0
 00,00
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 Permasalahan dan Solusi
 Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada
 periode tahun 2017 pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan yang dilaksanakan
 oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang adalah sebagaimana
 dijabarkan pada Tabel berikut :
 a. Permasalahan:
 i. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
 Ketiga/Lembaga untuk Kegiatan Percepatan Diversifikasi dan
 Penganekaragaman Pangan pada Program Konsumsi dan Keamanan
 Pangan yang ditargetkan 7 unit Etalase Warung Sekolah tidak bisa
 dilaksanakan karena Pihak Ketiga/Lembaga yang akan menerima
 hibah Barang/Jasa baru 2 tahun terdaftar pada kementerian yang
 membidangi hukum dan hak asasi manusia, hal ini tidak memenuhi
 syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
 Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas
 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
 mempersyaratkan untuk Pihak Ketiga/Lembaga penerima hibah telah
 terdaftar pada kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi
 manusia paling singkat 3 tahun.
 b. Solusi
 i. Calon penerima Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan
 Kepada Pihak Ketiga/Lembaga akan akan disesuaikan dengan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
 2016 tentang Perubahan ke dua atas peraturan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
 Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu untuk Pihak Ketiga/Lembaga
 penerima hibah telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
 hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun.
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 BAB IV
 PENUTUP
 Sesuai dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan proses secara
 berkesinambungan, maka secara Organisasi Dinas Ketahanan Pangan telah berusaha
 untuk mengadakan perbaikan melalui proses perencanaan strategis, analisis capaian
 kinerja, evaluasi kinerja dan strategi pemecahan masalah.
 Sangat disadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih belum memenuhi harapan,
 namun kami telah mencoba seoptimal mungkin sehingga LKjIP ini dapat disajikan
 dalam bentuk yang sangat sederhana.
 Oleh karena itu dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, kami sangat
 berterima-kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan Dinas Ketahanan
 Pangan Kabupaten Sampang yang telah ikut membantu secara moril maupun materiil.
 Demikian kiranya ungkapan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan
 Tuhan selalu memberi Taufik dan Hidayahnya kepada kita semua.
 Sampang, 28 Pebruari 2018
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN SAMPANG
 Ir. Hj. SRI WAHYUNI YULIATI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620724 199003 2 002
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                                Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM ...e-arsip.bontangkota.go.id/images/LKIP_DKUKMP_20181.pdfLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

                            

                                                    
                                LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP ......merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi

                            

                                                    
                                Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan ... · Bandung dalam bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Tahun 2018”. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

                            

                                                    
                                Laporan Kinerja Instansi Laporan Kinerja 

                            

                                                    
                                LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 · 2020. 3. 20. · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
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